
 

 

BUPATI PATI 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI 

NOMOR 13 TAHUN 2014 

TENTANG 

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PATI, 

Menimbang  : a. bahwa kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu 

usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha 

perdagangan sektor informal adalah merupakan 

perwujudan hak masyarakat dalam berusaha perlu diberi 

kesempatan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan 

keberadaannya akan mempengaruhi kondisi lingkungan 

disekitarnya; 

b. bahwa keberadaan pedagang kaki lima perlu dikelola, ditata 

dan diberdayakan sedemikian rupa agar dapat memberikan 

nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan 

perekonomian dan masyarakat kota serta terciptanya 

lingkungan yang baik dan sehat; 

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian 

hukum dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki 

lima di Kabupaten Pati, maka diperlukan pengaturan 

tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan 

Pedagang Kaki Lima; 

Mengingat :  1.  Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

SALINAN 
 



2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3274); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4444); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725); 

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 93) 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 



36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5145); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang 

Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi 

Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5094); 

13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan 

Perundang-undangan; 

14. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang 

Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki 

Lima; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 

tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang 

Kaki Lima; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 19 Tahun 2007 

tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati 

Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Pati Nomor 18). 



17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati 

Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 

2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Pati Nomor 56);  

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI 

Dan 

BUPATI PATI  

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN 

PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Pati. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Pati. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 

SKPD teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

membidangi urusan pedagang kaki lima. 

5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Pati. 

6. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah 

pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan 

menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak 

bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, 

fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah 

dan/atau swasta yang bersifat sementara / tidak menetap. 



7. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk 

melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan 

penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan 

kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, 

keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

8. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh 

pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan 

masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan 

iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL 

sehingga mampu tumbuh dan berkembang, baik kualitas 

maupun kuantitas usahanya. 

9. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL 

yang berada dilahan dan/atau bangunan milik pemerintah 

dan/atau swasta. 

10. Zona adalah lokasi yang memiliki suatu fungsi tertentu 

berdasarkan tempat dan waktu dalam rangka penataan 

PKL. 

11. Relokasi adalah proses pemindahan tempat berjualan bagi 

PKL. 

12. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan 

peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah 

daerah, baik bersifat sementara maupun permanen. 

13. Pihak Ketiga adalah instansi atau badan usaha dan/atau 

perseorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah 

Daerah antara lain : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah 

lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik 

Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan/atau Swasta 

Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia. 

14. Lahan Fasilitas Umum adalah lahan yang diperuntukan 

untuk fasilitas umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang 

Kabupaten Pati. 

15. Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disebut TDU, adalah 

surat yang dikeluarkan oleh SKPD teknis sebagai tanda 

bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali 

untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di 

lokasi yang ditetapkan oleh Pemeritah Daerah. 



16. Sarana dan prasarana usaha PKL adalah alat atau 

perlengkapan yang dipergunakan oleh PKL untuk menaruh 

barang yang diperdagangkan yang mudah dipindahkan dan 

dibongkar pasang, misalnya gerobak dengan dilengkapi 

roda. 

17. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan 

atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah 

untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas. 

18. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan 

penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk 

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan 

guna menemukan tersangkanya. 

19. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia 

atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi 

wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan 

penyidikan. 

20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat 

PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu 

dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang 

khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan 

terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. 

21. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat 

Daerah. 

22. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat 

Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan. 

23. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 

dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.  

24. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Pati. 

25. Lurah adalah Lurah di wilayah Kabupaten Pati. 

26. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Pati. 

 

 



BAB II 

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini 

meliputi penataan dan pemberdayaan PKL. 

Pasal 3 

Tujuan penataan dan pemberdayaan PKL adalah: 

a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui 

penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya; 

b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha 

PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan 

mandiri; dan 

c. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan 

aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang 

memadai dan berwawasan lingkungan. 

BAB III 

PENATAAN PKL 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 4 

Bupati melakukan penataan PKL dengan cara: 

a. pendataan PKL; 

b. pendaftaran PKL; 

c. penetapan lokasi PKL;  

d. pemindahan dan penghapusan lokasi PKL; dan 

e. peremajaan lokasi PKL.   

 

Bagian kedua 

Pendataan PKL 

Pasal 5 

(1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf a dilakukan berdasarkan: 

a. identitas PKL; 

b. lokasi PKL; 

c. jenis tempat usaha; 



d. bidang usaha; dan 

e. modal usaha. 

(2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan 

sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL. 

Pasal 6 

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 

huruf b terdiri atas lokasi PKL sesuai peruntukannya dan 

lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya. 

Pasal 7 

(1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 terdiri atas: 

a. lokasi PKL yang bersifat permanen; dan 

b. lokasi PKL yang bersifat sementara. 

(2) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 merupakan lokasi 

bukan peruntukan tempat berusaha PKL. 

(3) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang 

bersifat tetap yang diperuntukan sebagai tempat usaha 

PKL. 

(4) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat 

usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara. 

Pasal 8  

Lokasi PKL sebagimana dimaksud dalam Pasal 6 dibagi 

menjadi 3 (tiga) zona sebagai berikut : 

a. zona merah yaitu lokasi yang tidak boleh untuk kegiatan 

PKL. 

b. zona kuning yaitu lokasi yang terjadwal dan bersifat 

sementara untuk kegiatan PKL berdasarkan tempat dan 

waktu. 

c. zona hijau yaitu lokasi yang diperbolehkan untuk kegiatan 

usaha bagi PKL. 

 

 



Pasal 9 

(1) Zona merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a 

meliputi : 

a. area tertentu pada jalan dalam kota Pati yang meliputi : 

jalan Tunggulwulung, jalan Diponegoro, jalan Kembang 

Joyo, jalan P. Sudirman, jalan Pemuda, kompleks alun-

alun Pati; 

b. diatas saluran/sungai; 

c. taman kota dan hutan kota; dan 

d. tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati. 

(2) Zona kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8           

huruf b meliputi : 

a. fasilitas milik pemerintah daerah yang tidak digunakan; 

b. depan mall/supermaket; 

c. sekitar lapangan olah raga; 

d. area tertentu pada jalan provinsi/kabupaten; dan 

e. tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati. 

(3) Zona hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c 

adalah lokasi selain zona merah dan zona kuning yang 

ditetapkan oleh Bupati . 

Pasal 10 

Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 8 diatur dalam Peraturan Bupati. 

Pasal 11 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diatur dalam Peraturan 

Bupati. 

Bagian Ketiga 

Pendaftaran PKL 

Pasal 12 

(1) Bupati melalui SKPD teknis melakukan pendaftaran PKL 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b. 

(2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh SKPD teknis bersama dengan lurah/kepala 

desa diketahui oleh camat. 



(3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

untuk pengendalian dan menjamin kepastian hukum 

berusaha bagi PKL. 

Pasal 13 

(1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL, yaitu PKL lama 

dan PKL baru. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran PKL 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 

Peraturan Bupati. 

Bagian Keempat 

Penetapan Lokasi PKL 

Pasal 14 

(1) Bupati menetapkan lokasi atau kawasan sesuai 

peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL. 

(2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan 

kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, 

keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan 

dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah. 

(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

lokasi binaan yang ditetapkan oleh Bupati. 

(4) Lokasi binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan 

papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang 

menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kelima 

Pemindahan dan Penghapusan Lokasi PKL 

Pasal 15 

(1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat 

dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang 



yang sesuai peruntukannya, setelah pemerintah daerah 

menyediakan tempat/kawasan PKL. 

(2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah 

dipindahkan, ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi 

peruntukannya. 

(3) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

ditetapkan oleh Bupati. 

Bagian keenam 

Peremajaan lokasi PKL 

Pasal 16 

(1) Pemerintah daerah dapat melakukan peremajaan lokasi 

PKL pada lokasi binaan. 

(2) Peremajaan lokasi PKL sebagimana dimaksud pada            

ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana, 

dan utilitas kota. 

BAB IV 

TANDA DAFTAR USAHA 

Pasal 17 

(1) Setiap orang yang melakukan usaha PKL pada lokasi yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah wajib memiliki TDU. 

(2) Bupati melalui SKPD teknis menerbitkan TDU 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 

jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 

diterbitkan dan dapat diperpanjang. 

(4) Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tidak dipungut biaya. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara 

pengajuan TDU diatur dalam Peraturan Bupati. 

 

 

 



BAB V 

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN 

Pasal 18 

PKL mempunyai hak antara lain: 

a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL; 

b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan; 

c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan 

terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan; 

dan 

d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan dalam 

pengembangan usahanya. 

Pasal 19 

PKL mempunyai kewajiban antara lain: 

a. mematuhi ketentuan perundang-undangan; 

b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh 

Bupati; 

c. melaporkan setiap perubahan bidang usaha yang tidak 

sesuai TDU; 

d. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan 

dan kesehatan lingkungan tempat usaha; 

e. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa 

serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur; 

f. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum; 

g. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa 

menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi 

usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-

waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah daerah; 

dan 

h. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan 

oleh pemerintah daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL. 

Pasal 20 

PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut: 

a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak 

ditetapkan untuk lokasi PKL; 



b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas 

yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah 

ditetapkan dan/atau ditentukan Bupati; 

c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat 

tinggal; 

d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau 

memindahtangankan TDU tanpa sepengetahuan dan seizin 

SKPD teknis; 

e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat 

usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) 

bulan tanpa keterangan yang jelas; 

f. memperdagangkan barang ilegal; 

g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau 

mengubah fasilitas umum, dan/atau bangunan di 

sekitarnya; 

h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha;  

i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan 

dilarang berdagang ditempat-tempat larangan parkir dan 

pemberhentian sementara; dan  

j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL 

kepada pedagang lainnya. 

BAB VI 

PEMBERDAYAAN PKL 

Pasal 21 

(1) Bupati melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 antara lain melalui : 

a. peningkatan kemampuan berusaha; 

b. fasilitasi bantuan sarana dagang; 

c. penguatan kelembagaan; 

d. bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha; 

e. pengembangan usaha melalui kemitraan dengan 

pelaku ekonomi yang lain; 

f. bimbingan untuk memperoleh peningkatan 

permodalan; dan 

g. peningkatan sarana dan prasarana PKL. 

(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh SKPD teknis dengan memperhatikan 



pertimbangan dari instansi terkait dan aspirasi 

masyarakat sekitar lokasi usaha PKL. 

(3) Untuk melaksanakan pemberdayaan PKL sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melakukan 

kerjasama dengan pihak ketiga. 

Pasal 22 

(1) Bupati dalam melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) antara lain dapat 

dilakukan melalui program tanggung jawab sosial 

perusahaan/CSR (Corporate Social Responsibility). 

(2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat difasilitasi oleh Pemerintah sesuai dengan bidang 

usaha berdasarkan data PKL. 

(3) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) antara lain: 

a. penataan tempat usaha PKL; 

b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui 

bimbingan, pelatihan, dan bantuan permodalan; dan 

c. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan 

perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan 

nyaman. 

BAB VII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 23 

(1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan 

kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL di daerah, 

meliputi:  

a. koordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah; 

b. pendataan PKL;  

c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan 

pemberdayaan PKL;  

d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;  

e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan  penataan  dan 

pemberdayaan PKL;  

f. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL; 



g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan 

masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; 

dan 

h. monitoring dan evaluasi. 

(2) Untuk melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Koordinasi penataan 

dan pemberdayaan PKL. 

(3) Ketentuan Lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan 

dan pelaksanaan tugas Tim koordinasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. 

Pasal 24 

(1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penataan dan 

pemberdayaan PKL dilaksanakan oleh SKPD teknis dan 

Satuan Polisi Pamong Praja. 

(2) Ketentuan Lebih lanjut mengenai pelaksanaan 

pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 

dalam Peraturan Bupati. 

BAB VIII 

SANKSI ADMINISTRATIF 

Pasal 25 

(1) PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 19 dan Pasal 20 dikenakan sanksi 

administratif. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat berupa: 

a. peringatan tertulis; 

b. sanksi polisional, berupa penyegelan atau penutupan 

sementara kegiatan/usaha; dan/atau 

c. pencabutan TDU. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan 

sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diatur dalam Peraturan Bupati. 

 

 



BAB IX 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 26 

(1) PKL yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) dipidana 

dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan 

dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta 

rupiah). 

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah pelanggaran. 

BAB X 

KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal 27 

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai 

penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah : 

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang 

tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran 

Undang-Undang dan Peraturan Daerah; 

b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di 

tempat kejadian; 

c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda  

Penyidik diri tersangka; 

d. melakukan penyitaan benda atau surat; 

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa 

sebagai tersangka atau saksi; 

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam 

hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah 

mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak 

terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan 

merupakan tindak pidana atau demi hukum dan 



selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan 

hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau 

keluarganya; dan 

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 

dapat dipertanggungjawabkan. 

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berada dibawah koordinasi Penyidik Pejabat 

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana. 

(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan 

menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut 

Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur 

dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

BAB XI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 28 

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku PKL yang 

termasuk kategori PKL lama sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 ayat (1), paling lama 3 (tiga) bulan wajib 

memperoleh TDU. 

(2) Pemerintah Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 

(tiga) tahun sejak peraturan daerah ini mulai berlaku 

wajib menyediakan lokasi PKL sesuai peruntukkannya.  

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 29 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati. 

 

 

Ditetapkan di Pati 

pada tanggal 25 September 2014 

BUPATI PATI, 

TTD. 

 HARYANTO 

 

Diundangkan di Pati 

pada tanggal 25 September 2014 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, 

TTD. 

DESMON HASTIONO 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2014 NOMOR 13 

 

 

 

 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH : 
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